SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 6 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang :  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

Mengingat

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi = Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomeor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2017 Nomor 106, T ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
7015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 926 );

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor
2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

r
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor
1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022

Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Menetapkan

Dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :
PERATURAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

DAERAH TENTANG

PERUBAHAN
BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
sebesar Rp.1.350.900.769.000,- berkurang sebesar Rp.22.695.379.793,-

sehingga menjadi

Rp.1.328.205.416.207,-,

berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula
b. Berkurang

Rp.1.350.900.796.000,-
Rp. 22.695.379.793,-

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula
b. Bertambah

Rp.1.372.697.945.700,-
Rp. 41.247.211.784,-

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 26.797.149.700,-
2) Bertambah Rp. 63.942.591.577,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Setelah Perubahan

Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. Nihil,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah

Perubahan Rp.

Rp.

dengan rincian sebagai

Rp. 1.328.205.416.207,-

Rp. 1.413.945.157.484,-

90.739.741.277,-

5.000.000.000,-
85.739.741.277,-

Rp. Nihil
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Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 271.141.983.000,-
2) Berkurang Rp. 56.271.283.444,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah
Perubahan Rp. 214.870.699.556,-
b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp. 1.061.958.813.000,-
2) Bertambah Rp. 36.375.903.651,-
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah
Perubahan Rp. 1.098.334.716.651,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 17.800.000.000,-
2) Berkurang Rp. 2.800.000.000,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,-
Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasional

1) Semula Rp. 1.058.003.674.527,-

2) Bertambah Rp. 8.965.296.733,-

Jumlah Belanja Operasional Setelah

Perubahan Rp 1.066.968.971.260,-
b. Belanja Modal

1) Semula Rp. 166.173.706.873,-

2) Bertambah Rp. 21.227.029.051,-

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan  Rp. 187.400.735.924,-

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 6.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan Rp. 8.000.000.000,-
d. Belanja Transfer

1) Semula Rp. 142.520.564.300,-

2) Bertambah Rp. 9.054.886.000,-

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 151.575.450.300,-
Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan

(1) Semula Rp. 26.797.149.700,-
(2) Bertambah Rp. 63.942.591.577,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah
Perubahan Rp. 90.739.741.277,-
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b. Pengeluaran Pembiayaan

(1)  Semula Rp. 5.000.000.000,-
(2) Bertambah Rp. Nihil,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah
Perubahan Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatar} dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini terdiri, dari:

1.

10.

11.
12.

13.

Lampiran I

Lampiran Il

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi  program pada
Rancangan Perubahan APBD;

RPJMD  dengan

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahan APBD;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan
per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional

dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Piutang Daerah;
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14, Lampiran XIV  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;

15. Lampiran XV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

16. Lampiran XVI  Daftar Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan,

Pasal 6

(1) Dalam keadan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam peraturan daerah ini dan disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd
MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

L]
KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710315 199703 1 005
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